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TEITTANG

PENETAPAN KEBUTUIIAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBAI{G KEWIRAUSAIIAAN PROVIT{SI LAIIIPUilG

Menimbang

Mengingat

GI'BERIII'R L'IUPUIIG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O tent-an'g Pedoman

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomoi B/1131/M.SM.o1.ool2024' hal Persetujuan
Kebutuhan 12 (Dua Belas) Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 2l Maret
2Or4, p;rlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengembang Kewirausahaan Provinsi l,ampung dengan
Keputusan Gubernur LamPung;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 lentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 I Tahun 20 1 7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birolaasi Nomor 26 Tahun 201 I tentang

Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai

Negeri SiPil Untuk Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2O11 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012

l""t""g Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian

Dalam-Negeri dan Pemerintah Daerah;
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Ke{a;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10

Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyusunan
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2O22 tentang
Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birolcasi Nomor I Tahun 2O23 tentang
Jabatan Fungsional;

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan
Menengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan;

13. Peraturan Gubernur lampung Nomor 59 Tahun 2O21

tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
la.mpung Nomor l Tahun 2024;

1. Surat Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : B-
234 I D.4 I W.O9.OO I XII I 2023, tanegal 6 Desember 2023,
hal Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional
Pengembang Kewirau sahaan ;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor :

B/ 1 13 I /M.SM .O l.OO I 2024, tanggal 2 1 Maret 2024, }ral
Persetujuan Kebutuhan 12 (dua belas) Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi l.ampung;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAIT GT'BERITUR TEI{TANG
I(TBUTI'IIAN JABATAIS FUI{GSIONAL
KEWIRAUSAHAAIT PROVINSI LAIUPI,'NG.

PEilETAPAN
PENGEMBANG

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang

Kewirausahaan Provinsi lampung, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini'

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional 
- 
Pengembang

Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu'

menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan. di

[ia""g Kelembagaan, xe-tatalatsanaan dan Kepegawaian

dalam-rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas'



KETIGA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal b -t- - 2024

GI,BERNT'R LAMPI'NG,

ARINAL DJUI{AIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Ja.karta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bimkrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jalarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukb€tung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan eeng-tohan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. xepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi lampung di Telukbetung'
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LAMPIRAN I

RII{CIAN KEBUTUTIAN JABATAN FUI{GSIOI|AI
PENGEMBANG KEWIRAUSAIIAAN PROVINSI LAMPT'NG

GI'BERIIUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR I Cl ,o2lB.O7 /HK/2O24
TANGGAL: b-J - 2024

No. Nama Jabatan Kebutuhan

1 Pengembang Kewirau sahaan Ahli Pertama I 1 Orang

2 Pengembang Kewirau sahaan Ahli Muda 6 Orang

J Pengembang Kewirau sahaan Ahli Madya 3 Orang

Jumlah 2O Orang



PSTA JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GU
NOMoR iGl
TANGGAL

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

BERNUR LAMPUNG
sto7/6:*9tozq
(? -J -2024

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETAzuAT

KeloBpok Jabatan
Fungsional

KebutuhanPengembang
Kewtausahaan
Ahli Pertama I I Orang

Kebutuhan

6 Orang

Pengemb€rg
Kewirau sahaan
Ahli Muda

KebutuhanP€ngembang
Kewirausshaan
AhIi Madya 3 Oraig

BIDANG


